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Pendahuluan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau

kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti

kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan,

kesehatan dan minimnya lapangan kerja. Kemiskinan disebabkan

oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sumber daya manusia

(SDM) yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin

cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak

mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran.

Adapun penyebab lain dari kemiskinan itu antara lain tingkat

pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang

memprihatinkan, redahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta

hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerja.
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Pendahuluan

Dari permasalahan tersebut salah satu program yang digulirkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan

yaitu pada UU No. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah

bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap bulannya, untuk membeli beras, minyak goreng dan telur, sesuai jumlah dan kualitas

serta pada waktu dan tempat yang diinginkan. melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan

pangan dipedagang yang sudah berkerja sama dengan bank Penyalur (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri). Tujuan program bantuan

sosial tersebut adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan bervariasi,

mendorong usaha eceran rakyat, dan diharapkan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Keluarga

Penerima Manfaat (KPM).

Sasaran penerima dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di

kabupaten atau kota pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar keluarga penerima manfaat

(KPM) bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.
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Pendahuluan

Meskipun Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah

berjalan sejak 2017, program ini belum mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Keboguyang,

Kecamatan Jabon, Sidoarjo dikarenakan ketidaktepatan sasaran

masih terjadi, di mana keluarga mampu menerima bantuan,

sementara yang tidak mampu justru tidak. Selain itu, Belum

maksimalnya kinerja pihak-pihak pemerintahan desa yang terlibat

yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi

dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan

dan tidak adanya mesin EDC ATM di E-Warong atau agen yang

digunakan untuk transaksi sehingga masih manual atau harus

melakukan transaksi ke bank (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri)

yang bekerja sama dengan agen BPNT tersebut.
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Teori penelitian

Dengan meninjau teori Implementasi menurut George Edward III

menjelaskan implementasi adalah tindakan - tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut George

Edward III dalam Widodo (2010:96) ada empat faktor yang bisa

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan antara lain yaitu faktor:

1). komunikasi

2). Sumber daya

3). Disposisi

4). struktur birokrasi
.



6

Penelitian terdahulu

Titis Srimurni (2022) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah

Kabupaten Lumajang” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pada masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait

ketepatan sasaran penerima bantuan.

1.

Kuni Nabila (2021) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari

Kabupaten Jember”, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang paham mengenai

(PBNT). masih banyak masyarakat yang menganggap pemberian sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) itu sama

setiap bulannya, padahal dalam panduan BPNT Umum menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan bantuan pangan non 

tunai (BPNT) tersebut senilai Rp110.000,00 setiap bulannya melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Azizah (2020) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak

Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa dalam pelaksanaan

program masih ada kendala berupa kurang maksimalnya kinerja pihak-pihak yang terlibat yang menyebabkan penerima

manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan.

2.

3.
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Metode Penelitian

jenis penelitian yang digunakan

yaitu jenis penelitian deskriptif

kualitatif

TEKNIK 

PENGUMPULAN DATA

FOKUS PENELITIAN

TEKNIK ANALISIS 

DATA

TEKNIK PENENTUAN 

INFORMAN
LOKASI PENELITIAN

SUMBER DATA DATA

JENIS PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada

di Desa Keboguyang

Kecamatan Jabon Kabupaten

Sidoarjo

Fokus penelitian ini yaitu, 

Teori implementasi menurut

Edward III yang meliputi:

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

Teknik pemilihan informan dalam

penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling dengan informan

Bapak Suwandi Iwan Santuso selaku

bendahara desa dan Bapak Udin

selaku pendamping PBNT.

Pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan melalui

observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer

diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi terhadap responden atau

subjek yang relevan. Sebaliknya, data sekunder

diperoleh dari sumber lain, baik dalam bentuk

informasi lisan maupun tertulis.

Data yang telah diperoleh dan dianalisis

menggunakan teknik menurut Miles dan

Huberman yang terdiri dari empat langkah

yakni : pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan penarikan Kesimpulan.
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Hasil dan Pembahasan

KOMUNIKASI

Proses penyampaian informasi terkait kebijakan dari pihak pembuat kebijakan (pembuat regulasi) kepada pelaksana kebijakan
(implementor kebijakan). Menurut Edward III komunikasi mencakup tentang :

2. KEJELASAN: Informasi dari petugas dan pendamping sudah jelas, namun kinerja aparat desa belum maksimal, 

sehingga penerima manfaat sering kali terlambat menerima informasi dan mendadak diminta antri pencairan.

3. KONSISTEN: etugas dan pendamping telah konsisten menyampaikan informasi pencairan BPNT, namun

ketidakhadiran pendamping PBNT yang jarang ke kantor desa menyulitkan pembaruan data, sehingga data penerima

menjadi kurang valid dan tidak tepat sasaran.

1. TRANSMISI: Sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat telah berjalan efektif, karena masyarakat menerima

dengan baik penjelasan mengenai kebijakan program dan tata cara penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS).
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Hasil dan Pembahasan

SUMBER DAYA

Dukungan sumber daya yang cukup dan berkualitas sangat penting agar kebijakan publik dapat terlaksana secara optimal dan 
mencapai tujuannya.Sumber daya yang dimaksud mencakup tentang:

2. ANGGARAN:
Alokasi anggaran untuk Program BPNT di

Desa Keboguyang bersumber langsung dari

APBN dan disalurkan ke rekening tiap KPM

melalui prosedur Kartu Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga penerima manfaat

memperoleh bantuan sebesar Rp200.000

per bulan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA:
Jumlah petugas Program Bantuan

Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa

Keboguyang sebanyak empat orang,

dan hingga saat ini, tidak terdapat

permasalahan yang signifikan. Para

petugas pelaksana telah memenuhi

kualifikasi yang sesuai, serta memiliki

pengalaman dan keahlian dalam

mengelola program tersebut
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Hasil dan Pembahasan

SUMBER DAYA

Dukungan sumber daya yang cukup dan berkualitas sangat penting agar kebijakan publik dapat terlaksana secara optimal dan 
mencapai tujuannya.Sumber daya yang dimaksud mencakup tentang:

4. FASILITAS:
Di Desa Keboguyang belum memiliki mesin

EDC ATM sendiri untuk pengambilan dana 

program PBNT, tetapi adanya di warung agen

alip dan haji indah.. 

3. INFORMASI dan KEWENANGAN:
Pemerintah desa bersama pihak terkait membutuhkan

informasi yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai

program PBNT, termasuk kriteria penerima, persyaratan,

dan prosedur penyaluran dana agar pelaksanaan berjalan

lancar. Dalam Pembagian tugas pencairan BPNT di Desa

Keboguyang melibatkan Kepala Desa yang bertanggung

jawab atas keseluruhan kegiatan, Bendahara Desa yang

mengelola keuangan dan laporan, serta Pendamping BPNT

yang memastikan kelengkapan dokumen, penyaluran

bantuan, dan laporan pertanggungjawaban.
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Hasil dan Pembahasan

DISPOSISI

Disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat
tiga komponen utama yang membentuk disposisi, yaitu : 

2. RESPON: Dalam melayani masyarat desa keboguyang petugas perangkat desa dalam merespon

masyarakat dinilai sudah cukup baik kerena pihak perangkat desa selalu sigap dalam membantu keluarga

penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi persyaratan pencairan dana program PBNT.

3. KOMITMEN: Petugas perangkat desa sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan transparansi

dan profesionalisme, memastikan setiap proses dilakukan secara adil dan sesuai aturan. selalu sigap

membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam setiap tahap pencairan bantuan, termasuk memberikan

penjelasan yang jelas tentang mekanisme program agar mereka memahami dengan baik.

1. PEMAHAMAN: Perangkat desa keboguyang yang terlibat dalam pembagian program BPNT sudah cukup

paham dalam mekanisme tentang program BPNT. 
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Hasil dan Pembahasan

STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi yang jelas dan efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, karena memastikan wewenang, tanggung
jawab, dan koordinasi berjalan baik. Struktur birokrasi dapat diukur melalui

2. STANDARD OPERATING 

PROCEDURE (SOP):
Program BPNT sudah memiliki petunjuk

pelaksanaan atau SOP yang menjadi

panduan yang telah ditetapkan. Dengan

adanya SOP ini, pemerintah Desa

Keboguyang dapat melaksanakan program

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,

sehingga tidak melenceng dari ketentuan.

Panduan ini sangat membantu petugas

untuk memahami langkah-langkah yang

harus dilakukan, mulai dari pendataan

penerima manfaat hingga proses distribusi,

agar program berjalan sesuai tujuan.

1. FRAGMENTASI:
Pelaksanaan program BPNT di Desa

Keboguyang berjalan lancar karena setiap

petugas melangsungkan tugas sesuai

dengan bagiannya. Tidak ada tanggung

jawab yang bertumpu pada satu petugas

karena semua pihak, mulai dari pendataan

penerima manfaat hingga distribusi bantuan,

telah memahami peran masing-masing.
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Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Keboguyang
dianalisis melalui empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi
komunikasi, sosialisasi program oleh perangkat desa sudah berjalan efektif, namun masih ada kendala seperti
kurangnya informasi yang diterima oleh penerima manfaat dan minimnya kehadiran pendamping di kantor
desa, yang menyebabkan data penerima kurang valid. Dari segi sumber daya, jumlah petugas sudah
mencukupi, namun desa belum memiliki mesin EDC sehingga proses pencairan belum optimal. Dalam aspek
disposisi, perangkat desa telah memahami mekanisme program dan sigap membantu masyarakat, khususnya
dalam proses pencairan. Dalam aspek struktur birokrasi, di Desa Keboguyang sudah berjalan baik dengan
pembagian tugas yang jelas dan sesuai peran masing-masing pihak.

Kesimpulan
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